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 Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik 
yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Menurut 
keterangan laman SIPP Pengadilan Agama Brebes Kelas IA jumlah perkara yang 
masuk mencapai angka 5000 (lima ribu) perkara setiap tahunnya, maka dari itu 
perlu adanya profesionalitas kinerja yang di miliki oleh setiap pegawai Aparatur 
Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama Brebes Kelas IA untuk 
menyelesaikan setiap perkaranya. 
Penelitian ini bertujuan untuk :  (1) Mengetahui bagaimana kinerja ASN di 
Pengadilan Agama Brebes Kelas IA dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. (2) Mengkaji apa yang menjadi faktor penghambat  dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Agama Brebes. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang 
digunakan adalah normatif-empiris, teknik pengumpulan datanya adalah melalui 
studi kepustakaan, wawancara, observasi dan pengumpulan data secara online 
dianalisis dengan cara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pegawai yang memberikan 
pelayanan kepada masyarakat tidak semuanya merupakan ASN, melainkan terdiri 
dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 
(PPNPN), dan  Tenaga Sukarela. Dalam rangka Pengadilan Agama Brebes yang 
memberikan pelayanan prima kepada  para pemohon keadilan, pelaksanaannya 
berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana didalamnya 
memuat tentang kejelasan proses kerja dan kinerja pegawai, kejelasan tugas dan 
tanggung jawab, target serta pengukuran terhadap hasil kerja, kejelasan resiko dan 
dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan 
sebagaimana mestinya, tersedianya sistem pengelolaan organisasi kepegawaian, 
profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab. 
Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 















The Court Service Standard has a charge of public service standards in 
accordance with Article 21 of Law Number 25 of 2009. According to the website 
of the Brebes Religious Court Class IA the number of cases entered reaches 5000 
(five thousand) cases each year, therefore there needs to be professional 
performance owned by every officer of the State Civil Apparatus (ASN) in the 
Brebes Religious Court Class IA to resolve each case. 
This study aims to: (1) Know how ASN performs in the Brebes Class IA 
Religious Court in providing services to the community. (2) Reviewing what is an 
inhibitory factor in providing services to the community at the Brebes Religious 
Court. 
This type of research is literature research, the approach used is normative-
empirical, the data collection technique is through literature studies, interviews, 
observations and online data collection analyzed in qualitative ways. 
The results of this study showed that employees who provide services to 
the community are not all ASN, but consist of State Civil Apparatus (ASN), Non-
Civil Servants (PPNPN), and Volunteers. In the framework of the Brebes 
Religious Court which provides excellent service to the applicants of justice, its 
implementation is guided by standard operational procedures (SOP) in which it 
contains about the clarity of the work process and employee performance, clarity 
of duties and responsibilities, targets and measurements of the work results, 
clarity of risks and impacts that will arise if the tasks and responsibilities are not 
carried out as they should be , the availability of a system of management of 
staffing organizations, professionalism of judicial personnel in carrying out duties 
and responsibilities 
Based on this research is expected to be a material information and input 
for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
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“The discipline you learn and character you build from setting and achieving a 
goal can be more valuable than the achievement of the goal itself.” 
“Displin yang kamu pelajari dan karakter yang kamu bangun dari menata dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Peradilan Agama ialah suatu kekuasaan negara yang didalamnya  
menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan diantara orang-orang Islam 
yang telah diatur di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 
Peradilan Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraannya dilakukan oleh 
Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan PengadiIan Tinggi Agama 
pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilakukan oleh 
Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara  yang tertinggi.
1
  
Pengadilan umumnya memberikan pelayanan publik, seperti pelayanan 
administrasi, pelayanan bantuan hukum, pengaduan, dan permintaan 
informasi. Pengadilan Agama Brebes sendiri merupakan pengadilan yang 
menangani perkara peradilan bagi umat Islam. Peradilan agama mempunyai 
fungsi, dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai penyelenggara pelayanan 
publik harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang 
bermutu, hal ini tercermin dalam transparansi, akuntabilitas, persyaratan, 
partisipasi, persamaan hak dan kewajiban, keseimbangan. 
2
 
                                                             
1Ahmad Mathar, Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan Dan Pengelolaan 
Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Sungguminasa, dalam Skripsi UIN Alauddin 
Makassar, 2015, hlm 1. 
2Ira Rahmawati, et,al., Pengaruh Kompetensi Dan E-Government Terhadap Kualitas 
Pelayanan Publik Pada Pengadilan Agama Palu, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, 




Dalam menjalankan tatanan administrasi di suatu Negara dibutuhkan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjalankan roda pemerintahan tersebut, 
dan hal ini tidak lepas dari adanya konsep Good Governance. Dinilai sebagai 
Good Governance apabila dalam penyelenggarannya sudah efektif, efisien, 
transparan,dan bertanggung jawab, hal tersebut sangat pentik bagi pemerintah 
untuk mencapai tujuannya.
3
 Istilah dan pengertian administrasi sendiri berasal 
dari Eropa yang dibawa oleh Belanda melalui penjajahan. Kata administrasi 
berasaI dari bahasa Belanda yaitu administratie yang didalamnya sudah 
mencakup menejemen SDM berupa finansial, personel, gudang.
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Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai yang telah memenuhi 
persyaratan dan kemudian diangkat oleh pejabat yang memiliki wewenang 
dan harus menjalankan tugasnya dalam jabatan publik atau fungsi negara 
lainnya, serta digaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan 
kepengurusan PNS dilakukan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan 
tertinggi untuk memajukan ASN. ASN berhak melaksanakan dan memutuskan 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, serta memajukan 
kepengurusan PNS di instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan pembaharuan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Pokok Kepegawaian. Jenis jabatan PNS berdasarkan 
                                                             
3Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal 
Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VI, Nomor I, 2016, hlm 1. 





kompetensinya, yaitu Jabatan Admnistrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan 
Pimpinan Tinggi.  
Jabatan Admnistrasi Aparatur Negara atau disingkat menjadi JA ialah  
jabatan yang tugas dan kewajibannya berkaitan dengan pelayanan publik, 
pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Menurut Pasal 1 
Angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 
bahwa yang dimaksud dengan aparatur yang menyelenggarakan pelayanan 
publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan seluruh personel dalam 
organisasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan satu atau serangkaian 
kegiatan pelayanan publik. Maka dalam hal ini setiap pejabat adalah pelaksana 
pelayanan publik dan setiap PNS adalah pelaksana pelayanan publik. Menurut 
Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, bahwa ASN memiliki fungsi sebagai Pelayan Publik. Salah satu tugas 
ASN menurut Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah 
memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas.   
Pembangunan aparatur pemerintah bertujuan untuk meningkatkan 
mutu, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggaraan pemerintahan, 
yang meliputi peningkatan kedisiplinan, pelayanan, unjuk kemampuan dan 
kesejahteraan instansi, serta menjadikan setiap instansi lebih cakap secara 




semaksimal mungkin. Terutama aktif dalam melayani, membina dan 
memajukan pembangunan, serta kepentingan dan aspirasi masyarakat.
5
 
Negara Indonesia memiliki berbagai perundang-undangan untuk 
mengatur pemerintahan, dan dengan diundangkannya undang-undang tersebut, 
memperkuat keputusan yang telah diundangkan.. Salah satunya adalah 
undang-undang tentang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan dasar 
dari penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik merupakan salah satu 
faktor  penting untuk menilai kinerja pemerintah pusat dan daerah. Menurut 
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pelayanan seluruh warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administrasi dalam rangka standar peraturan perundang-undangan.
6
  
Sesuai dengan undang-undang ini, Mahkamah Agung Republik 
Indonesia mengeluarkan edaran nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan sebagai acuan untuk menilai kualitas pelayanan, sebagai 
suatu janji. Atau komitmen penyedia layanan kepada masyarakat oleh 
pengadilan negeri Untuk memberikan layanan yang berkualitas, mengatur dan 
memberikan layanan publik bagi individu dan masyarakat yang mencari 
keadilan. Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan yang diberikan oleh 
                                                             
5Rismawati et al., Responsivitas Pelayanan Perceraian Kantor Pengadilan Agama 
Sengkang Kabupaten Wajo, dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 3, 2015, 
hlm. 279.  
6Nur Aini, Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam 
Perspektif Good Governance, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP), Volume I, 




Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang bertumpu padanya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, khususnya pelayanan bagi 
pemohon peradilan. Pengadilan Agama Brebes sebagai salah satu lembaga 
publik yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia harus tunduk pada aturan pelayanan publik di lingkungan lembaga 
peradilan tersebut. 
Pelayanan yang diberikan pada Instansi Pengadilan Agama Brebes 
meliputi pendaftaran perkara, pembayaran maupun pengembalian biaya 
perkara, pelayanan akta cerai, pengambilan akta cerai atau produk pengadilan 
agama lainnya, serta informasi dan pengaduan. Hal tersebut dilakukan guna 
mewujudkan Visi Misi Mahkamah Agung pada umumnya, dan Visi Misi 
Pengadilan Agama Brebes khususnya. 
 Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan 
publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 
Pasal tersebut mengamanatkan komponen standar pelayanan sekurang-
kurangnya ada 14 poin, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur, 
kemudian jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, 
saran dan atau prasarana serta fasilitas, penanganan dan pengaduan, evaluasi 
kinerja pelaksana. 
Sebagai Instansi Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan 




tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran 
maupun kewenangan dalam melayani masyarkat pencari keadilan.  
Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, penyelenggaraan 
pemerintahan khususnya pengelolaan perkara peradilan agama dan 
administrasi perkara di Pengadilan Agama, disamping mengelola dan menata 
berkas perkara yang asli oleh bagian kepaniteraan dan staf lainnya, perlu juga 
mengelola dan menata berkas perkara berbasis digital yang dikerjakan oleh 
bagian khusus yang menangani Teknologi Informasi (TI) perkara yang 
terintegrasi dengan dokumen atau berkas perkara asli di Pengadilan Agama.
7
  
Salah satu program inovasi yang dikembangkan di Pengadilan Agama 
Brebes adalah SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yaitu teknologi 
berbasis web untuk memberikan informasi perkara terkait dengan proses 
penanganan perkara, seperti pendaftaran, pengaduan, dan biaya perkara. 
Menurut keterangan laman SIPP Pengadilan Agama Brebes Kelas I-A jumlah 
perkara yang masuk mencapai angka 5000 (lima ribu) perkara setiap 
tahunnya, maka dari itu perlu adanya profesionalitas yang di miliki oleh setiap 
pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Brebes Kelas I-A untuk 
menyelesaikan setiap perkaranya.  
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 Devi Permana et al., Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government 
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di Kota Malang), Jurnal Respon Publik, Volume 15, 





Oleh sebab itu, penulis menyusun skripsi dengan judul “EKSISTENSI 
APARATUR SIPIL NEGARA  (ASN) PENGADILAN AGAMA BREBES 
DALAM PELAYANAN PUBLIK” untuk mengetahui keberadaan dari 
pegawai ASN dan bagaimana kinerja pegawai tersebut di linkunan Pengadilan 
Agama Brebes kelas IA dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam 
memberikan pelayanan publik 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang 
peneliti angkat sebagai berikut : 
1. Bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama 
Brebes Kelas IA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? 
2. Apa faktor penghambat dalam memberikan pelayanan publik di 
Pengadilan Agama Brebes Kelas IA? 
C. Tujuan Penelitian 
Pada bagian ini akan dijelaskan tujuan dilaksanakan penelitian. 
Uraian dari tujuan dalam penelitian sebagai berikut : 
1. Mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
Pengadilan Agama Brebes Kelas IA dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. 
2. Mengkaji apa yang menjadi faktor penghambat  dalam memberikan 






D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Untuk mendapatkan sumbangan pemikiran yang digunakan dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai 
kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan publik. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 
referensi dan saran bagi akademisi dan 8urvey8or8al untuk 
mendukung penelitian selanjutnya untuk perbandingan dengan 
penelitian lain. 
E. Tinjauan Pustaka 
Sumber-sumber yang peneliti gunakan sebagai acuan penelitian ini 
yaitu : 
1. Nur Aini, Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan 
Publik Dalam Perspektif Good Governance, dalam Jurnal Inovasi Ilmu 
Sosial dan Politik (JISoP), Volume I, Nomor I, April 2019. Penelitian 
ini mengkaji tentang evaluasi (penilaian) kinerja pegawai yang 
berkerja pada institusi pemerintah, dengan tujuan untuk memberikan 
pelayanan yang prima kepada masyarakat, serta mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan faktor 




untuk mewujudkan pelayanan publik dalam perspektif Good 
Governance. 
2. Rismawati et al., Responsivitas Pelayanan Perceraian Kantor 
Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, dalam Jurnal 
Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 3, Desember 2015. Penelitian 
ini mengkaji bagaimana responsivitas pelayanan perceraian dan faktor 
penghambat dalam pelayanan perceraian Kantor Pengadilan Agama 
Sengkang Kabupaten Wajo. 
3. Devi Permana et al., Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis 
Digital Government (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di Kota 
Malang), Jurnal Respon Publik, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2021. 
Penelitian ini mengkaji tentang inovasi program pelayanan publik 
berbasis digital government pada Pengadilan Agama Kota Malang, dan 
faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan 
inovasi program pelayanan publik berbasis digital government di 
Pengadilan Agama Kota Malang.  
Berdasarkan sumber rujukan yang telah dicantumkan terdapat 
perbedaan antara penelitian dan rujukan yaitu peneliti membahas dan 
mengkaji mengenai bagaimana kinerja dari Pegawai Negeri Sipil di 
Pengadilan Agama Brebes Kelas I-A dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat serta apa saja faktor penghambat dalam memberikan 





F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library 
research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian menggunakan 
literatur atau kepustakaan, yang dapat berupa buku, catatan, atau hasil 
penelitian sebelumnya.
8
 Peneliti juga menggunakan penelitian 
lapangan (field research), yaitu penelitian yang diarahkan pada studi 
mendalam tentang konteks situasi terkini dan interaksi lingkungan 
unit-unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
9
  
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
normatif-empiris (applied law research) yaitu suatu metode penelitian 
yang menggabungkan hukum-hukum normatif kemudian 
menambahkan data empiris. Penelitian hukum normatif empiris 
dimulai dengan peraturan hukum positif tertulis, kemudian 
diimplementasikan dalam peristiwa sosial di masyarakat.
10
 
3. Sumber Data 
Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti 
menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu : 
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a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat 
berupa undang-undang dan bersifat autoratif atau mempunyai 
otoritas.
11
 Penulis mengambil informasi dari studi pustaka yang 
terkait dengan penelitian ini.  
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum primer yang dapat 
berupa buku-buku hukum dan karya tulis yang berkaitan dengan 
masalah penelitian, atau artikel atau tinjauan hukum yang belum 




4. Metode Pengumpulan Data 
Ada beberapa metode pengumpulan data guna membantu 
penelitian ini, diantaranya studi kepustakaan, wawancara, observasi 
dan pengumpulan data secara online. 
(1) Studi Kepustakaan, Yaitu metode pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum (termasuk bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder) untuk penelitian 
kepustakaan, dan bahan hukum tersebut berkaitan dengan topic 
yang akan dibahas dalam penelitian ini.
13
 
(2) Wawancara, adalah pengumpulan data dengan melakukan 
komunikasi secara langsung dengan narasumber gunu memperoleh 
informasi tentang penelitian. 
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(3) Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data dengan cara 
mengamati dan mencatat gejala-gejala yang akan diselidiki.
14
 
(4) Pengumpulan data secara online (daring) adalah dengan mengutip 
dari website yang membahas tentang permasalahan yang akan 
diteliti oleh penulis. 
5. Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh kemudian, dianalisis secara kualitatif yaitu 
data yang diperoleh bersifat deskriptif. Data berupa teks, gambar, 
wawancara dan dokumen lainnya. Analisis data kualitatif cenderung 
induktif dan digunakan untuk menguji hipotesis, yang kemudian dapat 




G. Sistematika Penulisan 
 Rencana penelitian ini akan disusun dalam 4 bagian bab tahapan 
dalam penulisan, yaitu :  
 Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan 
Pustaka, Metode Penelitian dan Rencana Sistematika Penulisan.  
 Bab II Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang Pengertian. Pada 
bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian, gambaran umum 
mengenai admnistrasi peradilan agama, pelayanan publik, serta gambaran 
umum tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 
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 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil 
rumusan masalah sesuai dengan permasalahan yaitu mengenai bagaimana 
kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Brebes dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan apa faktor penghambat 
dalam memberikan pelayanan publik di Pengadilan Agama Brebes . 






















A. Sejarah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia 
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengumumkan bahwa bekas 
pegawai pemerintah pasukan pendudukan Jepang otomatis menjadi pegawai 
pemerintah Republik Indonesia. Selama revolusi, pemerintah tidak mengatur 
manajemen kepegawaian dengan baik karena badan manajemen kepegawaian 
belum terbentuk. Sebelumnya, Kantor Kepegawaian (KUP) didirikan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 dan berkedudukan 
di Yogyakarta. KUP dirancang untuk menangani pegawai pemerintah 
Republik Indonesia, sedangkan pegawai yang bekerja di pemerintahan Hindia 
Belanda dikelola oleh Direktorat Jenderal Kepegawaian (DUUP) yang 
dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 
13 Tahun 1948 yang baru lahir di KUP beberapa hari kemudian.
16  
Untuk meningkatkan fungsi KUP, pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah No. 32 Tahun 1972, dan badan KUP tersebut kemudian berganti 
nama menjadi Badan Penyelenggara Negara (BAKN). BAKN merupakan 
lembaga pemerintah non departemen yang berada langsung di bawah Presiden 
dan bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi dan keberadaan BAKN diatur 
dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988, dan terakhir dengan 
Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 1998. Untuk meningkatkan 
                                                             





pengelolaan aparatur pemerintah dan/atau sumber daya manusia aparatur 
pemerintah. Untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia aparatur 
pemerintah dan/atau sumber daya manusia pegawai negeri sipil, melalui 
Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian 
Negara,  Presiden menata kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi dan 
organisasi BAKN, dan mengubah nama BAKN menjadi Badan Layanan 
Umum Nasional (BKN) yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan 
keberadaannya. 
Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, Presiden berwenang 
membentuk Badan Kepegawaian Negara atas dasar wewenang yang melekat 
pada kedudukan dan kekuasaan Presiden sepanjang ia sebagai pemegang dan 
penyelenggara pemerintah (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Demi kelancaran 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Presiden berwenang mengadakan dan 
membentuk satuan-satuan pelaksana pemerintahan diluar departemen. 
Di era orde baru, muncul berbagai permasalahan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Bentuk permasalahannya adalah 
cara berpikir pemerintah dalam struktur pemerintahan, dimana fokus 
kekuasaan berada di tangan para penguasa birokrasi pemerintahan. Akibatnya, 
rakyat sebagai faktor utama dalam demokrasi tidak berperan penting. Kertas 
dan dapat mengontrol birokrasi pemerintah secara maksimal. Jenis kekuasaan 
ini disalahgunakan oleh penguasa orde baru untuk menguasai seluruh 
birokrasi pemerintahan dengan konsep persatuan.
17
 Konsep ini kemudian 
                                                             




berdampak pada alokasi aparatur atau sumber daya pemerintah, karena 
sekarang sejak disahkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN. 
B. Tinjaun Umum Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada 
lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya 
berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat Negara adalah 
anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan 
fungsinya untuk dan atas nama negara. Sedangkan pejabat pemerintahan 
adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang 
menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat 
administrasi negara seperti menteri-menteri sebagai pembantu Presiden, 
beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif. 
jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang bersifat abstrak dengan 
fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan kerja organisasi. Sifat 
abstrak dari sebuah jabatan, mengharuskan adanya pejabat yang diberikan 
wewenang dan tanggung jawab agar jabatan dapat menjadi konkret dan 
fungsi-fungsinya dapat dijalankan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 
organisasi merupakan sebuah kumpulan dari jabatan-jabatan yang 
memerlukan pejabat sebagai konkretisasi jabatan. 
Dalam Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur 
Sipil Negara terdiri dari dua jenis, yakni pegawai yang berstatus Pegawai 




Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang ASN. Berikut ini 
adalah pengertian pegawai menurut beberapa para ahli : 
a. A.W. Widjaja  
Pegawai adalah merupakan tenaga kerja jasmaniah ataupun rohaniah yang 
akan selalu dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu pokok 
dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang 
dimaksud pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan 




Pegawai adalah orang-orang yang mendapatkan imbalan berupa gaji dan 
tunjanan dari pemerintah atau badan swasta. Definisi pegawai adalah 
merupakan pekerja yang digerakan langsung oleh seorang manager untuk 
bekerja sebagai pelaksana yang akan melakukan pekerjaan sehinga 
menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan.
19
  
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Aparatur SipiI Negara menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang disebut sebagai Aparatur SipiI Negara 
atau seIanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipiI dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah.  
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa ASN pada 
hakekatnya adalah jabatan PNS dan PPPK sebagai pegawai ASN yang bekerja 
                                                             
18A.W. Widjaja, Administrasi Kepegawaian, Jakarta : Rajawali, 2006, hlm. 113.  
19Rosadkarya  Musanef, Manajamen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta : Gunung 




di instansi pemerintah, sedangkan PNS dan PPPK memiliki perbedaan tata 
cara pengangkatan dan status kepegawaian. 
Pegawai pemerintah memegang peranan penting dalam pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini disebabkan karena 
melekatnya tanggung jawab dan tanggung jawab pengelola pemerintahan, 
serta penyelenggara pembangunan. Tugas, tanggung jawab, dan peran 
aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah bahkan pedesaan dimulai dari 
Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan 
Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), sampai 
dengan Peraturan daerah (PERDA) disesuaikan dengan tanggung jawab, 
fungsi dan status daerah. 
Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional yang 
tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), perlu dilakukan pembinaan terhadap 
Pegawai Negeri Sipil atau ASN agar dapat berperan aktif dalam memberikan 
pelayanan yang professional dan ASN dan jasa manajemen yang kompeten. 
Menyelenggarakan pelayanan publik bagi warga negara dan mampu 
memenuhi statusnya sebagai faktor perekat persatuan dan kesatuan bangsa 
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
20
 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, agar 
dapat terwujudnya ASN sebagai bagian dari reformasi sistem birokrasi, perlu 
dibentuk ASN sebagai suatu sistem yang bertanggung jawab mengelola 
                                                             
20Agustuti Handayani dan Mahmud Wijaya, Peran Aparatur Sipil Negara Dalam 
Memberikan Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Mataram Baru, Jurnal Sosial 




dirinya sendiri, berkembang, dan mempertimbangkan kinerja mereka serta  
menerapkan sistem kinerja pada prinsipnya. Dalam pelaksanaan kepengurusan 
ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjamin status dan fungsi 
lembaga sipil nasional serta memberikan tanggung jawab dan hak. 
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, 
peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian yakni Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang 
kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana dalam peraturan perundang-undangan 
tersebut belum menjelaskan tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN 
melainkan menjelaskan tentang Pegawai Negeri. Menurut Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999, bahwa Pegawai Negeri terdiri atas Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, 
kemudian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, disamping 
Pegawai Negeri tersebut pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai 
tidak tetap.  
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (ASN) maka terdapat beberapa perubahan yang 
signifikan terhadap PNS. Pembentukan ASN diwujudkan agar menciptakan 
suasana birokrasi NKRI yang netral, professional, serta independen dalam 





2. Jenis, Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Pegawai 
Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana status PNS adalah 
pegawai tetap yang diangkat oleh pejabat kepegawaian dan PPPK adalah 
pegawai ASN dengan perjanjian. Sesuai dengan kebutuhan instansi 
pemerintah dan ketentuan undang-undang ASN, jumlah pegawai yang 
ditunjuk oleh pejabat pembina sesuai dengan kontrak kerja.
21
 
Secara normatif di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
pegawai ASN dapat dikualifikasikan menjadi dua jenis, yaitu : 
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa yang di 
artikan “Pegawai” ialah orang yang bekerja pada pemerintah atau 
perusahaan dan lain sebagainya, sedangkan “Negeri” mempunyai arti 




Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai ASN yang diangkat menjadi 
pegawai tetap oleh kepala pegawai negeri sipil dan memiliki nomor induk 
pegawai negeri untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pemerintah 
menerbitkan aturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PP Manajemen PNS). Hal ini 
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mengandung arti bahwa PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil, merupakan 
landasan hukum dan pedoman untuk mengatur pengelolaan pegawai negeri 
sipil di Indonesia. 
b. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
PPPK adalah pegawai ASN sesuai dengan kebutuhan instansi 
pemerintah dan ketentuan undang-undang ASN, pegawai negeri 
mengarahkan pejabat yang diangkat menjadi pegawai dengan kontrak 
kerja untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam jangka waktu 
tertentu. Sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan peraturan PPPK, dalam 
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang ASN, 
pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Pegawai Negeri Sipil Kontrak (selanjutnya 
disebut PPPK)  
Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara,, 
pegawai ASN menerapkan kebijakan yang dirumuskan oleh pimpinan 
instansi pemerintah, dan pegawai ASN tidak boleh dipengaruhi atau 
diintervensi oleh partai dan kelompok politik manapun. Serta memberikan 
pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil dan merata dalam 
melaksanakan tugas nasional dan pembangunan. 
3. Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara 
Sebagai pegawai negeri dan pegawai negeri sipil, setiap pegawai 
ASN harus mampu menjalankan fungsi, tugas dan perannya untuk 




atau kelompok. Tugas setiap pegawai ASN adalah melaksanakan tugas 
pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. 
Tanggung jawab dan fungsi pegawai ASN dirancang untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil 
dan merata dalam melaksanakan tugas negara, pemerintahan, dan 
pembangunan. Penetapan jabatan pegawai negeri sipil nasional didasarkan 
pada pemikiran pokok bahwa pemerintah tidak hanya harus menjalankan 
fungsi pemerintahan secara umum, tetapi juga harus mampu menjalankan 
fungsi pembangunan, atau pemerintah tidak menjalankan fungsinya. 
Seharusnya hanya menyelenggarakan ketertiban pemerintahan, dan juga 




Menurut pasal 10 UU No. 5 Tahun 2014, pegawai ASN 
mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik serta 
perekat dan pemersatu negara. Selain itu, Pasal 11 juga mengatur tugas 
pegawai ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dirumuskan 
oleh kepala pegawai negeri sesuai dengan undang-undang, memberikan 
pelayanan publik yang royal dan berkualitas, serta memperkuat kesatuan 
dan integritas Republik Indonesia. 
Fungsi, tanggung jawab, dan peran pegawai ASN tersebut di atas 
merupakan jalur hukum yang harus dibimbing dan dijalankan oleh setiap 
pegawai ASN untuk mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. 
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4. Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Jabatan Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undanng ASN 
dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:  
a. Jabatan Administrasi  
Jabatan Administrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis 
jabatan, yaitu, Pertama Jabatan Administrator Pejabat dalam jabatan 
administrator bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan berbagai 
kegiatan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan, 
Kedua Jabatan Pengawas Pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung 
jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 
pelaksana. Ketiga Jabatan Pelaksana Pejabat dalam jabatan pelaksana 
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan 
Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana tersebut di atas, 
ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 
b. Jabatan Fungsional  
Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang memuat fungsi 
dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan fungsional dan 
didasarkan pada keahlian dan pengalaman tertentu. Jabatan fungsional 
dalam ASN meliputi dua jabatan yaitu jabatan fungsional keterampilan 
dan jabatan keterampilan fungsional. 




Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tertinggi pada 
instansi dan perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari pejabat 
struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk setiap Jabatan Pimpinan 
Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan 
dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain 
yang dibutuhkan.  
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2), dan 
Ayat (3) Undang-Undang ASN, dijelaskan bahwa Jabatan ASN diisi dari 
Pegawai ASN. Sedangkan Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit 
Tentara Nasional Indonesia; dan anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit 
Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mengandung 
arti bahwa pada hakikatnya Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. 
5. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara 
Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh 
hukum, dan merupakan kepentingan publik dan pribadi yang dilindungi 
oleh hukum. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang pantas atau layak 
diterima. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, 




tanggung jawab, setiap ASN telah diberikan hak.Aparatur Sipil Negara 
juga memiliki hakhak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014, yaitu sebagai berikut :  
1) Setiap Aparatur Sipil Negara berhak menerima upah layak sesuai 
dengan pekerjaan dan tugasnya. Sistem pengupahan dibagi menjadi 
dua jenis, yaitu sistem satu tingkat, yaitu, terlepas dari sifat pekerjaan 
yang dilakukan dan beratnya tugas yang dilakukan, upah yang sama 
dibayarkan kepada karyawan dengan tingkat yang sama. Apa yang 
dipahami oleh sistem pengupahan standar ganda adalah sistem 
pengupahan, yang menentukan upah tidak hanya menurut pangkat, 
tetapi juga menurut sifat pekerjaan, kinerja dan bobot pekerjaan. 
Tanggung jawab di bidang transportasi, saat menentukan jumlah upah, 
kapasitas ekonomi negara harus dipertimbangkan. Selain itu, kondisi 
tempat kerja resmi juga harus diperhatikan. 
2) Setiap ASN memiIiki cuti,  cuti disini adalah tidak masuk kerja yang 
diijinkan daIam jangka waktu tertentu. Cuti pegawai negeri terdiri dari 
cuti tahunan, cuti sakit, cuti aIasan penting, cuti bersaIin, dan cuti di 
Iuar tanggungan negara.  
3) Setiap ASN yang mengalami musibah oleh sesuatu kecelakaan dalam 
dan dikarenankan sedang  melakukan tugas dan kewajibannya, 
memiliki hak untuk memperoleh perawatan kesehatan.  
4) Setiap ASN yang syarat-syarat tertentunya sudah terpenuhi, maka 




Menurut Pasal 23 Undang-Undang ASN bahwa  kewajiban 
Pegawai ASN adalah sebagai berikut:  
a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan pemerintah yang sah. 
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.   
c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 
berwenang. 
d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 
kesadaran, dan tanggung jawab. 
f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di 
luar kedinasan.  
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan. 
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa semua ASN merupakan 
bagian dari lembaga negara, penyelenggara negara, dan abdi masyarakat. 
Mereka penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Panchasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara dan 
pemerintah melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Profesionalisme 




C. Peradilan Agama di Indonesia 
1. Pengertian Peradilan Agama 
PeradiIan Agama adaIah sosiaI Hukum Islam di Indonesia. IstiIah 
peradiIan, secara etimoIogi berasaI dari kata adiI yang mendapatkan 
awaIan per- dan akhiran –an, yang memiliki arti sesuatu berhubungan 
dengan masalah dan urusan tentang adiI.
24
 lstiIah peradiIan dan 
pengadiIan memiIiki makna dan pengertian yang berbeda, PeradiIan 
dalam bahasa inggris disebut judiciary, sedangkan daIam bahasa BeIanda 
disebut rechtspraak, peradilan memiliki arti bahwa sesuatu yang 
berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum serta 
keadiIan.
25
 Sedangkan PengadiIan dalam bahasa Inggris disebut court, 
dalam istiIah Belanda disebut rechtbank, yang artinya adalah badan yang 




Peradilan ialah seluruh proses yang berkaitan dengan tugas negara 
untuk menegakan hukum dan keadiIan.
27
 Sedangkan pengertian 
Pengadilan menurut Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, 
pengadilan harus mengadili menurut hukum. Tidak ada perbedaan antara 
orang-orang.Pengadilan membantu mencari keadilan dan mengatasi segala 
rintangan dan rintangan. Untuk mencapai pengujian yang sederhana, 
cepat, dan berbiaya rendah. 
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Menurut pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, 
lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung 
meliputi lembaga peradilan umum, lembaga peradilan agama, lembaga 
peradilan militer, dan lembaga peradilan tata usaha negara. Peradilan 
agama termasuk dalam kategori peradilan khusus. Misalnya pengadilan 
militer adalah pengadilan militer yang mengadili perkara pidana dan 
disiplin militer personel militer. Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara 
berada pada wilayah administrasi. Salah satu partai politik adalah 
penguasa atau Pemerintah. Kekhasan peradilan agama adalah pengadilan 
bagi pencari keadilan Islam yang terbatas pada masalah perdata dalam 
hukum keluarga (seperti perkawinan, perceraian dan warisan) dan 
beberapa hukum perkawinan (seperti wasiat, hadiah, hibah dan shadaqah).  
Peradilan agama atau pengadilan Islam adalah untuk warga negara 
yang beragama Islam dalam mencari keadilan untuk menjalankan 
kekuasaan kehakiman dalam masalah perdata tertentu.
28
 Menurut Pasal 1 
Angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, peradilan agama adalah pengadilan yang dibuat untuk umat Islam 
dan pengadilan agama menjalankan kekuasaan kehakiman bagi umat 
Islam.  
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dijalankan 
oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah pengadilan tinggi banding dengan 
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yurisdiksi di provinsi, dan Pengadilan Agama dengan pengadilan tingkat 
pertama dengan yurisdiksi di kotamadya atau ibu kota dengan wilayah 
yang meIipuyi kota dan kabupaten, serta Pengadilan khusus. 
2. Pengertian Pengadilan Agama 
  PengadiIan menurut bahasa ialah dewan atau majeIis yang 
mengadiIi perkara, mahkamah, proses mengadiLi keputusan hakim ketika 
mengadiIi perkara atau dapat diartikan sebagai bangunan tempat untuk 
mengadiIi perkara.
29
 PengadiIan Agama ialah sebuah terjemahan dari 
Godsdienstige Rechtspraak yang artinya adalah PengadiIan Agama. 
PengadiIan Agama merupakan tempat untuk mencari keadilan atau 
menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan aturan agama.
30
  
Pengadilan agama, seperti halnya pengadilan tingkat pertama, 
adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap 
permohonan atau sengketa pada tahap paling awal dan paling rendah. 
Pengadilan agama sebagai peradilan sehari-hari memberikan fasilitas pada 
tahap awal dan memutuskan atau mengadili semua masalah yang diangkat 
oleh masyarakat yang mencari keadilan pada tahap awal. Tidak boleh 
mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan 
Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui 
Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat 
pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan 
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kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, 
harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk 
menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepada nya 
dengan dalih apapun. 
Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan 
daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan 
Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim 
Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. 
D. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka 
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, 
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, 
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh 
pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam 
organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau 
serangkaian tindakan pelayanan publik. 
 Pelayanan publik timbul karena adanya kepentingan umum dalam 




telah ditetapkan. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, 
bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 
dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pengertian pelayanan dalam 
kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal, cara, atau hal kerja melayani, 
sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau 
minuman, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, 
menggunakan. 
Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik 
dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam 
perundang-undangan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan 
pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung jawab. Pembina 
tersebut terdiri atas pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian, 
pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi 
Negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya, gubernur pada 
tingkat provinsi, bupati pada tingkat kabupaten, dan walikota pada tingkat 
kota. 
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib 
disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan 
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam 
penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. 
Standar pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, 
dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tariff; produk pelayanan; 




internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; 
jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 
sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan 
pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas 
dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana. 
 Pelayanan Publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan 
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan KEMENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan publik 
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 
maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 
penyelenggara pelayanan publik diuraikan bahwa Instansi Pemerintah 
sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/satuan organisasi 
Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi 
Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, menjadi penyelenggara 
palayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah 
orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima 
layanan dari instansi pemerintah. 
  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 




kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 
dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan beberapa 
definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah seluruh 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai 
penyelenggara pelayanan dalam suatu organisasi atau instansi dalam 
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang pelaksanaannya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
  Hak untuk mendapatkan pelayanan berlaku universal terhadap 
siapa saja yang berkepentingan atas hak tersebut. Masyarakat selalu 
mengharapkan pelayanan yang baik, mudah, cepat, sederhana, lancar dan 
tidak berbelitbelit. Salah satu pihak yang berkewajiban untuk melakukan 
pelayanan terhadap kepentingan publik adalah organisasi publik. Aparat 
pemerintah dalam hal ini aparatur kecamatan sebagai organisasi publik 
memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan 
publik dengan baik dan dapat memuaskan semua pihak. Terselenggaranya 
pelayanan publik yang profesional merupakan tanggung jawab bersama 
antar pemerintah dan masyarakat, karena mendapatkan pelayanan yang 
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  Pelayanan dapat berjalan baik jika pemerintah selaku 
penyelenggara pelayanan publik memiliki orientasi yang benar mengenai 
hakikat dari kedudukannya sebagai abdi masyarakat dan menganggap 
masyarakat sebagai klien yang harus senantiasa dijaga kepuasan atas 
pelayanan yang telah diberikan kepada mereka. Kepuasan sangat sulit 
diukur karena pemakaian pelayanan memiliki berbagai karakteristik yang 
berbeda tergantung pada tingkat sosial, ekonomi, pendidikan dan 
pengetahuan, pengalaman hidup maupun harapan yang ingin dicapainya. 
2. Standar Pelayanan  
  Dalam organisasi, setiap orang hendaknya memandang masyarakat 
sebagai mitra kerjanya sehingga berhasilnya organisasi itu dapat dilihat 
seberapa besar dihargainnya hasil dari organisasi tersebut melaksanakan 
kewajibannya. Dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan, di samping 
jelasnya urutan atau langkah-langkahnya, diperlukan juga suatu standar 
kerja yaitu dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 
mengukur mutu dan pelaksanaan pelayanan. 
  Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 
penerima pelayanan, dan standar pelayanan tersebut harus ditaati oleh 
pemberi atau penerima pelayanan. Standar merupakan ukuran yang 
dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati 
oleh pemberi dan atau penerima pelayanan, meliputi : Pertama, prosedur 




pengaduan. Kedua, waktu pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan 
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan, 
biaya pelayanan. Ketiga, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang 
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Keempat, produk 
pelayanan berupa hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Kelima, Penyediaan sarana dan prasarana 
pelayanan yang telah memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 




  Standar pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam 
pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator 
penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Dengan 
adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik diharapkan masyarakat 
bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan proses yang 
memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai pengguna 
pelayanan. 
Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, 
diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan 
kepuasaan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk 
menerapkan prisnsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena 
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orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat 
mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan 
melebihi dari harapan masyarakat. 
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat,  ada 36urvey36o 
unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey 
Kepuasan Pencari Keadilan, yaitu unsur utama pelayanan yang meliputi :  
1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 
2. Sistem, mekanisme, prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang 
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 
pengaduan. 
3. Waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 
4. Biaya/tarif ,yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan 
masyarakat. 
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang 
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 





6. Kompetensi pelaksana ,yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan 
pengalaman.  
7. Perilaku pelaksana ,yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan; 
8. Kualitas sarana dan prasarana , yaitu apakah sarana dan prasarana yang 
ada di Pengadilan Agama Brebes telah sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat pencari keadilan. 
9. Penanganan Informasi dan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan 
Agama Brebes Kelas IA dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat? 
Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pelayan 
publik. Setiap orang yang bekerja sebagai ASN harus selalu mengingat, 
memahami, dan menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN adalah pejabat pemerintah dan 
pegawai yang telah menandatangani perjanjian kerja, pegawai tersebut 
bekerja pada instansi pemerintah dan diberikan gaji sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang tersebut 
menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip komitmen dan etika, serta 
bertanggung jawab atas perilaku dan kinerjanya sebagai pegawai negeri. 
Nilai intinya adalah untuk berkontribusi pada negara dan masyarakat 
Indonesia. 
Penyelenggaraan pelayanan publik harus berlandaskan pada 
standar pelayanan, sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan, sebagai 
acuan untuk menilai kualitas pelayanan, sebagai kewajiban dan komitmen 
penyelenggara kepada masyarakat, secara cepat, berkualitas, pelayanan 
yang nyaman, terjangkau dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam 




dimana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan 
antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. 
Standar Pelayanan Pengadilan Agama Brebes yang sesuai dengan 
pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pasal ini mengatur 
bahwa setiap standar pelayanan publik harus memuat 14 poin, termasuk 
sistem, mekanisme dan prosedur, siklus penyelesaian, biaya, fasilitas dan 
evaluasi kinerja pelaksana. Standar pelayanan peradilan meliputi 
pelayanan perkara dan non perkara. Hal ini dilakukan untuk memenuhi 
visi dan misi Mahkamah Agung, khususnya visi dan misi Pengadilan 
Agama Brebes. 
Visi Pengadilan Agama Brebes mengacu pada visi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Brebes 
Yang Agung. Pengadilan Agama Brebes juga memiliki Misi, yaitu : 
Pertama, Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan 
peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kedua, Memperbaiki 
kualitas input internal pada proses peradilan. Ketiga, Mewujudkan 
institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat dan dihormati. 
Keempat, Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak 
memihak dan transparan. 
Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung 
Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan di Indonesia, Pengadilan 




Pengadilan Agama Brebes (PA Brebes) merupakan Pengadilan 
Agama Tingkat Pertama Kelas IA yang berada dibawah Pengadilan Tinggi 
Agama Jawa Tengah, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai 
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pengadilan 
Agama Brebes berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 92 Kabupaten Brebes, 
Provinsi Jawa Tengah. Gedung baru ini diresmikan pada tanggal 03 
januari 2012.  
Setiap tahun dalam perjalanannya Pengadilan Agama Brebes 
menangani rata-rata 5.000 (lima ribu) perkara. Dalam kewenangannya 
Pengadilan Agama Brebes memiliki wilayah hukum sebanyak 17 
kecamatan, 292 desa, dan 5 kelurahan dengan luas wilayah ±1.902,37km². 
Adapun 17 kecamatan tersebut adalah Banjarharjo, Bantarkawung, Brebes, 
Bulakamba, Bumiayu, Jatibarang, Kersana, Ketanggungan, Larangan, 
Losari, Paguyangan, Salem, Sirampog, Songgom, Tanjung, Tonjong, dan 
Wanasari. Dengan jumlah pegawai di Pengadilan Agama Brebes adalah 40 
orang.  
Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Agama Brebes 
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 
1. Tugas Pokok  
Peradilan agama mempunyai kewajiban dan kekuasaan untuk 
menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara 




wasiat, hibah, hibah, zakat, infaq, shadaqoh, serta hukum dan ekonomi 
Islam, sebagaimana sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
2. Fungsi  
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut 
Pengadilan Agama Brebes mempunyai fungsi sebagai berikut:  
a. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu meninjau dan 
menyelesaikan hal-hal yang termasuk dalam wilayah hukum 
peradilan agama di wilayah hukumnya masing-masing. 
b. Fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan 
perilaku hakim, panitera, sekretaris dan semua staf. 
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan 
tugas teknis peradilan, administrasi peradilan dan administrasi 
umum kepada stafnya. 
d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi 
kesekretariatan tingkat pertama dan administrasi peradilan untuk 
penegakan sita, kasus banding, kasasi dan pengujian, dan 
memberikan pelayanan administrasi umum untuk semua 
departemen di lingkungan pengadilan agama. 
e. Fungsi Nasihat, yaitu jika diminta memberikan informasi, 
pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada lembaga 




Dalam rangka Pengadilan Agama Brebes yang memberikan 
pelayanan prima kepada para pemohon keadilan, pelaksanaannya 
berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebagai 
implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi. 
 Berikut ini dijelaskan apa saja jenis-jenis pelayanan yang ada di 
Pengadilan Agama Brebes Kelas IA : 
a. Perkawinan, dalam hal kawin antara lain meliputi : 
1) Izin poligami  
2) Dispensasi kawin 
3) Pembatalan perkawinan 
4) Perceraian karena talak 
5) Gugatan perceraian 
6) Penyelesaian harta bersama 
7) Ijin melangsungkan perkawinan  
8) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam, 
b. Waris, dalam hal waris adalah sebagai berikut : 
1) Menentukan siapa yang menjadi waris 
2) Penentuan mengenai harta peninggalan 
3) Penentuan pembagian masing-masing ahli waris 




5) Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang 
penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penetuan 
pembagiannya. 
c. Wasiat 
d. HibahWakaf  
e. Zakat  
f. Infaq  
g. Shodaqoh  
h. Ekonomi Sya’riah  
  Bagi masyarakat pencari keadilan yang akan menggunakan 
pelayanan di Pengadilan Agama Brebes Kelas IA. Berikut ini adalah alur 
pelayanan di Pengadilan Agama Brebes. 














Sumber : Pengadilan Agama Brebes Kelas IA  
 Agar terwujudnya pelayanan kepada masyarakat berjalan secara 
optimal sesuai dengan ketentuan SOP di Pengadilan Agama Brebes Kelas 
IA dan sesuai dengan pedoman pelayanan informasi, yang muatannya 
antara lain sebagai berikut : 
 Pertama, kejelasan proses kerja dan kinerja pegawai. Menurut 
keterangan Kasubag Kepegawaian (Sukronaim) “bahwa kinerja dari 
pegawai ASN di Pengadilan Agama Brebes Kelas IA sudah sesuai dengan 
standar pelayanan peradilan. Pegawai ASN di Pengadilan Agama Brebes 
sudah bersikap jujur, ikhlas, displin, dan tidak pernah menyalahgunakan 
wewenang.”  
 Pengukuran kinerja pegawai ASN dapat dilihat dari tingkat capaian 
kinerja. Hasil pengukuran kinerja tahun 2020 secara keseluruhan 
Pengadilan Agama Brebes telah mencapai hasil dalam pemenuhan tugas 
pokok dan fungsinya, terlihat dari pencapaian sebagian besar indikator 
kinerja tujuan strategis yang dirumuskan pada tahun 2020.  Adapun 
rincian tingkat capaian kinerja seluruh capaian dalam persen  kinerja 



















































Kedua, kejelasan tugas dan tanggung jawab, target serta 
pengukuran terhadap hasil kerja. Kewajiban ASN di Pengadilan Agama 
Brebes adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh 
masyarakat pencari keadilan. Untuk mengukur  hasil kerja dari pegawai 
ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilihat dari 
hasil kepuasan masyarakat. Ada elemen yang digunakan sebagai acuan 




persyaratan pelayanan, kenyamanan prosedur pelayanan, kecepatan 
memberikan pelayanan, kewajaran biaya/pengeluaran pelayanan, 
penerapan produk pelayanan, dan personil Kemampuan/keterampilan 
petugas pelayanan, perilaku petugas pelayanan, kualitas sarana dan 
prasarana, dan penanganan pengaduan pengguna jasa. 
  Pegawai ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 
sudah dilaksanakan secara tepat waktu, dimana pelayanannya dilakukan 
dengan cepat. Apabila tidak ada hambatan, pegawai akan selalu 
memberikan kinerja yang maksimal. 
 Apabila ada keluhan dari masyarakat sebagai pengguna pelayanan 
dan pencari keadilan, bagaimana pegawai ASN di Pengadilan Agama 
Brebes Kelas IA untuk mengatasi keluhan tersebut. Menurut keterangan 
wawancara Kasubag Kepegawaian (Sukronaim) “Bahwa cara mengatasi 
keluhan dari masyarakat sebagai pengguna layanan adalah kita terima 
keluhan dari masyarakat tersebut dan biarkan masyarakat tahu bahwa 
kita memperhatikan apa yang mereka sampaikan, kita tunjukan empati 
dan komunikasi yang baik, kemudian segera tangani keluhan tersebut 
dengan cepat dan benar, dan kita berikan solusi yang terbaik kepada 
mereka.” 
 Ketiga, kejelasan tugas yang diberikan atau yang dimiliki oleh 
setiap posisi. Pengadilan Agama Brebes mempunyai tugas pokok yang 
sama sebagaimana tugas pokok Pengadilan Agama pada umumnya. 




Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa Pengadilan 
agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. 
Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tugas 
dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah sebagai berikut:  
1) Kepaniteraan  
 Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi 
perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA, terdiri atas:  
a. Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Permohonan 
mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang 
permohonan.  Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Permohonan 
menyelenggarakan beberapa fungsi fungsi pelaksanaan pemeriksaan, 
penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan, pelaksanaan 
registrasi perkara permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang 
telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim 
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua 
Pengadilaan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang 
sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan 
tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan 




peninjauan, pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan 
putusan perkara permohonan, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman 
berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali, 
pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya 
hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi 
putusan kepada Mahkamah Agung, pelaksanaan penyimpanan berkas 
perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan 
penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 
kepada Panitera Muda Hukum,. 
b. Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas 
melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan. Dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Panitera 
Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi yaitu, pelaksanaan 
pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan, 
pelaksanaan registrasi perkara gugatan, pelaksanaan distribusi perkara 
yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim 
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua 
Pengadilan Kelas IA melalui Panitera, pelaksanaan penerimaan 
kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, 
pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para 
pihak yang tidak hadir, pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan 
salinan putusan perkara gugatan, pelaksanaan penerimaan dan 




peninjauan kembali, pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, 
kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, 
termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali, pelaksanaan 
pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada 
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 
Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, pelaksanaan 
penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan 
eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum 
mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas 
perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera 
Muda Hukum. 
c. Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Hukum mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara 
serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 102, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi 
yaitu, pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data 
perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, Pelaksanaan Hisab 
Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian 
Agama, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, 
pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, 
pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas 




bahanbahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan 
penghimpunan pengaduan dari masyarakat. 
2) Kesekretariatan  
 Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara 
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA. 
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh seorang 
Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, 
keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan 
Pengadilan Agama Kelas IA. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 
IA, terdiri atas:  
a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, 
program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, 
serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 
pelaporan.  
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 
kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.  
c. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 




rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta 
pengelolaan keuangan. 
 Keempat, kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila 
tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Apabila dalam memberikan pelayanan pegawai ASN melanggar kode etik 
dan tidak memenuhi tugas serta kewajibannya, maka setiap ASN yang 
melanggar tersebut akan dijatuhi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang 
dilakukan lewat proses tertentu.  
 Kelima, tersedianya sistem pengelolaan organisasi kepegawaian. 
Pegawai Pengadilan Agama Brebes yang memberikan pelayanan kepada 
masyarakat tidak semuanya merupakan ASN, pegawai yang memberikan 
pelayanan di Pengadilan Agama Brebes terdiri dari Aparatur Sipil Negara 
(ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan  Tenaga 
Sukarela. Statistik Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan 
Pegawai di Pengadilan Agama Brebes dalam Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan serta Struktur Organisasi yang 
ada di Pengadilan Brebes, adalah sebagai berikut : 
Tabel 2. Statistik Pegawai Pengadilan Agama Brebes 
No Jabatan Jenjang Pendidikan Jumlah 
1. Ketua Strata 2 (S-2) 1 
2. Wakil Ketua - 0 
3. Hakim Strata 2 (S-2) 
Strata 1 (S-1) 
11 
4 
4. Panitera Strata 2 (S-2) 1 
5. Sekretaris Strata 1 (S-1) 1 
6. Panitera Muda Hukum Strata 1 (S-1) 1 
7. Panitera Muda Gugatan Strata 1 (S-1) 1 





9. Kasubag Umum dan 
Keuangan 
Strata 1 (S-1) 1 
10. Kasubag Kepegawaian 
Ortala 
Strata 1 (S-1) 1 
11. Kasubag IT dan 
Pelaporan 
Strata 1 (S-1) 1 
12. Panitera Pengganti Strata 1 (S-1) 4 
13. Jurusita - 0 
14. Jurusita Pengganti Sekolah Menengah Atas 
(SMA) 
1 
15. Staf Strata 1 (S-1) 3 
16. Honorer Strata 1 (S-1) 
Diploma 2 (D2) 







 Dari total 40 pegawai, 33 pegawai diantaranya merupakan 


















Tabel 3. Daftar Pegawai ASN Pengadilan Agama Brebes 
No. Nama Jabatan 
1. Dra. H. Kaharuddin, S.H., M.H. Hakim (Ketua)  
2. Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. Hakim 
3. Drs. Muhammad Asnawi Hakim 
4. Drs. Rohudi, M.H. Hakim 
5. Drs. Nursidik, M.H. Hakim 
6. Dra. Hj. Syafiah, M.H. Hakim 
7. Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. Hakim 
8. Drs. Abd. Rahman, M.H. Hakim 
9. Lukman Abdullah, S.H., M.H. Hakim 
10. Drs. H, Akhbarudin, M.S.I Hakim 
11. Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. Hakim 
12. Tukimin, S.H., M.S.I Hakim 
13. Drs. Mahli, S.H. Hakim 
14. Iksanuddin, S.H. Hakim 
15. Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. Hakim 
16. Ahmad Fuad Agustani, S.Ag.,M.H. Panitera 
17. Ali Choemaedi, S.H. Sekretaris 




19. A. Hudan Sulistiawan, S.H. Panitera Muda Hukum 
20. Moch. Kustanto, S.H. Panitera Muda Gugatan 
21. Abd. Mujib, S.H. Panitera Pengganti 
22. R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.  
23. Maslamah, S.H. Panitera Pengganti 
24. Mohammad Fajrul Umam, S.Ag. Panitera Pengganti 
25. Sukronaim, S.H. Kasubag Kepegawaian 
26. Vonding Hedi Wiyoto, S.E. Kasubag Perencanaan TI & 
Pelaporan 
27. Maghfuroh, S.H. Kasubag Umum & 
Keuangan 
28. Edy Supriyanto, S.E. Analisis SDM Aparatur 
29. Urip Priyatiningsih, S.H. Juru Sita Pengganti 
30. Derry Pradipta, S.T. Fungsional Pranata 
Komputer 
31. Kholifatul Maghfiroh, S.H. Analisis Perkara Peradilan 
32. Nuke Dyah Ayu Isnanda, A.Md.T Staf 
33. Navira Nur Hannisa, A.Md. Ak Staf 
          Sumber : Pengadilan Agama Brebes Kelas IA 
 Keenam, profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan 
tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan 
menggunakan sistem- sistem yang dibangun Mahkamah Agung. Seperti 




satker tingkat pertama, para pihak/pelapor dan badan pengawasan 
Mahkamah Agung RI yang kesemuanya merupakan refleksi atas 
penjabaran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah 
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.  
 Serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi pendukung kinerja 
seperti SIPP (sistem informasi penelusuran perkara), Aplikasi Buku Induk 
Keuangan Perkara, Aplikasi Jurnal Keuangan Perkara, Aplikasi Antrian 
Sidang, Sikep, Website Sarana pendukung administrasi manajemen 
peradilan, Aplikasi SIWAS, Aplikasi SIMPONI, Aplikasi BAPPENAS, 
Aplikasi SIRUP (LKPP), Aplikasi GPP 2019, Aplikasi e-REKON, SAS 
(sistem akuntansi satker), SAIBA (sistem akuntansi instansi berbasis 
akrual), SIMAK BMN, KOMDANAS (komunikasi data nasional), 
SIMARI (sistem informasi Mahkamah Agung RI ), ABS SIKEP. 
B. Apa faktor penghambat dalam memberikan pelayanan publik di 
Pengadilan Agama Brebes Kelas IA? 
Pegawai ASN di Pengadilan Agama Brebes Kelas IA dalam 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pelayanan publik tidak 
terlepas dari yang namanya kesulitan, berikut ini beberapa faktor 
penghambat yang ditemui atau yang dirasakan para pegawai dalam 
pelayanan publik : 
Pertama, Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Membuat 




Kepegawaian Pengadilan Agama Brebes Kelas IA (Sukronaim) bahwa 
“faktor penghambat secara umum adalah sebagian besar pencari 
keadilan di Pengadilan Agama Brebes belum siap dengan surat gugatan 
atau permohonan karena tidak mampu membuat surat gugatan atau 
permohonan sendiri walaupun meeka tidak buta huruf, sehingga proses 
pendaftaran perkara menjadi sedikit terhambat.” 
Kedua, Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Tata Urutan 
Hukum Acara Peradilan. Permasalahan para pihak yang masih belum 
mengerti bagaimana tata urutan hukum acara Peradilan Agama, sehingga 
apabila pihak tersebut mengikuti proses persidangan masih mengalami 
kesulitan dan membuang banyak waktu. Hal ini sangat menghambat 
pegawai ASN di Pengadilan Agama Brebes, karena mengakibatkan 
perkara-perkara yang lain menumpuk untuk disidangkan. 
Ketiga, Kemampuan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama 
Brebes merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam 
pencapaian kinerja pelayanan masyarakat seperti terbatasnya jumlah SDM 
yang tersedia di Pengadilan Agama Brebes, sehingga tidak seimbangnya 
antara beban kerja dan tenaga kerja. Kemudian keterbatasan kemampuan 
pegawai khususnya di bidang IT untuk mendukung kinerja. 
Keempat, akibat dari pandemi Covid-19 proses persidangan dan 
kegiatan pelayanan lainnya menjadi sangat terhambat. Dikarenakan 




dilakukan secara online. Ada pula beberapa persidangan harus ditunda 









   Berdasarkan penelitian tentang Eksistensi Pegawai Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di Pengadilan Agama Brebes Kelas IA dapat di tarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Brebes adalah 40 orang, kemudian 
pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak semuanya 
merupakan ASN, melainkan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), 
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan  Tenaga 
Sukarela. Dalam rangka Pengadilan Agama Brebes yang memberikan 
pelayanan prima kepada  para pemohon keadilan, pelaksanaannya 
berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana 
didalamnya memuat tentang kejelasan proses kerja dan kinerja pegawai, 
kejelasan tugas dan tanggung jawab. Kinerja dari pegawai ASN di 
Pengadilan Agama Brebes Kelas IA sudah sesuai dengan standar 
pelayanan peradilan. Pegawai ASN di Pengadilan Agama Brebes sudah 
bersikap jujur, ikhlas, displin, dan tidak pernah menyalahgunakan 
wewenang. Pegawai ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 
sudah dilaksanakan secara tepat waktu, dimana pelayanannya dilakukan 
dengan cepat. Apabila tidak ada hambatan, pegawai akan selalu 




terhadap hasil kerja, kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila 
tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, 
tersedianya sistem pengelolaan organisasi kepegawaian, profesionalisme 
personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama 
harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun 
Mahkamah Agung .  
2. Faktor-faktor penghambat dalam memberikan pelayanan publik di 
Pengadilan Agama Brebes Kelas IA adalah sebagai berikut : 
a. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Agama Brebes yang masih kurang. 
b. kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Membuat Surat Gugatan 
atau Permohonan.  
c. Kemampuan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Brebes 
merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam 
pencapaian kinerja pelayanan masyarakat seperti terbatasnya jumlah 
SDM yang tersedia di Pengadilan Agama Brebes. 
d. Akibat dari pandemi Covid-19 proses persidangan dan kegiatan 
pelayanan lainnya menjadi sangat terhambat. 
B. Saran 
  Ada beberapa saran dari penulis terkait dengan pelayanan di 
Pengadilan Agama Brebes Kelas IA yaitu dalam rangka meningkatkan 
kualitas pekerjaan pegawai ASN maka harus diberikan pelatihan secara 
khusus terkait dengan keahlian dan tugasnya, perlunya penambahan jumlah 




daya manusia. Kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat 
terkait dengan pembuatan surat gugatan atau permohonan, agar pencari 
keadilan dapat membuat surat gugatan dan permohonan sendiri. Serta 
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Ade Nurdin Sya’bani 
 
1. Apakah semua pegawai yang memberikan pelayanan di Pengadilan Agama 
Brebes merupakan Aparatur Sipil Negara? 
Jawaban  :  Pegawai yang memberikan pelayanan di Pengadilan Agama 
Brebes terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri (PPNPN), dan  Tenaga Sukarela. 
2. Apa saja jenis pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Brebes? 
Jawaban : 
Jenis-jenis pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Brebes Kelas IA : 
a. Perkawinan, dalam hal kawin antara lain meliputi : 
1) Izin poligami 
2) Dispensasi kawin 
3) Pembatalan perkawinan 
4) Perceraian karena talak 
5) Gugatan perceraian 
6) Penyelesaian harta bersama 
 
 
7) Ijin melangsungkan perkawinan  
8) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam, 
b. Waris, dalam hal waris adalah sebagai berikut : 
1) Menentukan siapa yang menjadi waris 
2) Penentuan mengenai harta peninggalan 
3) Penentuan pembagian masing-masing ahli waris 
4) Melaksanakan penggantian harta tersebut 
5) Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa 
yang menjadi ahli waris dan penetuan pembagiannya. 
c. Wasiat 
d. HibahWakaf  
e. Zakat  
f. Infaq  
g. Shodaqoh  
h. Ekonomi Sya’riah  
3. Apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki pegawai ASN di Pengadilan Agama 
Brebes dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? 
Jawaban : Kewajiban ASN Pengadilan Agama Brebes dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada seluruh masyarakat pencari keadilaan. 
4. Apakah kinerja pegawai ASN di Pengadilan Agama Brebes Kelas I-A sudah 
sesuai dengan standar pelayanan peradilan? 
 
 
Jawaban : Sudah 
5. Apakah pegawai Pengadilan Agama Brebes dalam memberikan pelayanan 
sudah bersikap jujur, ikhlas, disiplin (kehadiran dan kinerja) dan tidak pernah 
menyalahgunakan wewenangnya? 
Jawaban : Sudah 
6. Apabila ada pegawai yang melanggar kode etik dan menyalahgunakan 
wewenangnya apa resiko dan dampak yang akan ditimbulkan? 
Jawaban : Setiap ASN yang melanggar kode etik tersebut akan dijatuhi 
sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan melalui proses tertentu. 
7. Apa saja faktor penghambat dalam memberikan pelayanan di Pengadilan 
Agama Brebes? 
Jawaban : Faktor penghambat secara umum adalah sebagian besar pencari 
keadilan di Pengadilan Agama Brebes belum siap dengan surat gugatan atau 
permohonan karena tidak mampu membuat surat gugatan atau permohonan 
sendiri walaupun meeka tidak buta huruf, sehingga proses pendaftaran perkara 
menjadi sedikit terhambat. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Tata 
Urutan Hukum Acara Peradilan. Permasalahan para pihak yang masih belum 
mengerti bagaimana tata urutan hukum acara Peradilan Agama, sehingga 
apabila pihak tersebut mengikuti proses persidangan masih mengalami 
kesulitan dan membuang banyak waktu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
